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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang “Keuangan Publik” telah selesai di susun 
dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih 
keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat 
terhadap pembahasan “Keuangan Publik”. 

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap 
Keuangan Publik. Topik yang terkait dengan keuangan publik selalu dapat 
kita dengar, baca, dan tonton setiap hari. Pada pemilu presiden, misalnya, 
para calon presiden dan calon wakil presiden menjabarkan visi-misi dan 
program-programnya. Pelaksanaan program-program tersebut tentu 
membutuhkan pendanaan, baik yang bersumber dari penerimaan pajak, 
penerimaan negara bukan pajak, maupun dari utang. Hal tersebut 
menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian. Selain 
itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan berpengaruh sangat luas 
terhadap konsumen dan produsen. Sebagai konsumen arau warga 
masyarakat, kebijakan pemerintah dalam perpajakan secara langsung 
akan memengaruhi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak, yang 
akan mengurangi jumlah uang yang tersedia untuk konsumsi. Kebijakan 
belanja bidang pendidikan dan kesehatan juga merupakan contoh 
kebijakan pemerintah lewat APBN yang berpengaruh sangat luas bagi 
masyarakat. 

Keuangan Publik mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian. 
Dalam pandangan ekonomi pasar, intervensi pemerintah dalam 
perekonomian memperoleh legitimasi dalam kondisi terdapat kegagalan 
pasar dan ketidakadilan. Alat-alat intervensi yang dapat digunakan oleh 
pemerintah berupa kebijakan belanja lewat APBN untuk menyediakan 
barang dan jasa publik secara langsung serta mengganti biaya 
penyelenggaraan barang dan jasa publik yang dilakukan oleh pihak swasta, 
kebijakan pendapatan berupa pajak dan subsidi, kebijakan pembatasan 
harga maupun kuantitas, serta kebijakan peraturan atau regulasi lain yang 
bersifat larangan atau perintah. Intervensi pemerintah dalam pasar perlu 
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dilakukan secara terukur, karena adanya potensi bahwa alih-alih 
menghilangkan kegagalan pasar (market failures), intervensi pemerintah 
dapat menimbulkan kegagalan pemerintah (government failures). 

 Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan 
hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati 
secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para 
pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian 
dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan 
karya selanjutnya di masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di 
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan 
di Indonesia. 
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